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ABSTRAK
Dimas Pramodya Dwipayana. S3112002. 2017. Kebijakan PT. KAI Daop 7
Stasiun Madiun Dalam Penertiban Pedagang Asongan Guna Peningkatan
Pelayanan Kereta Api. Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
kebijakan apakah yang dikeluarkan oleh PT. KAI DAOP 7 Stasiun Madiun dalam
penertiban pedagang asongan guna peningkatan pelayanan kereta api disamping
itu untuk mengetahui dan menganalisis  permasalahan yang dihadapi  PT. KAI
DAOP 7 Stasiun Madiun dalam penertiban pedagang asongan serta bagaimana
solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum non
doktrinal yang termasuk dalam penelitian sosiologis empiris. Penelitian ini juga
menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu  suatu tata cara penelitian yang
menghasilkan data diskriptif-analitis. Lokasi penelitian ini adalah PT. KAI DAOP
7 Stasiun Madiun atas pertimbangan bahwa lembaga ini sedang menangani
penertiban pedagang asongan guna peningkatan pelayanan kereta api. Teknik
analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis data
interaktif (Interactive Model Of Analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:
pertama, kebijakan yang dikeluarkan oleh PT. KAI DAOP 7 Stasiun Madiun
dalam penertiban Pedagang Asongan guna peningkatan pelayanan kereta api
berdasarkan : Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 29 Tahun 2010; Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum KA
Menjadi Perusahaan Perseroan; Peraturan Presiden No 53 Tahun 2012 tentang
Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang
Perkeretaapian; Pasal 2 ayat (1) huruf b UU 19 Tahun 2013 tentang BUMN.
Kedua adalah permasalahan yang dihadapi  PT. KAI DAOP 7 Stasiun Madiun
dalam Penertiban Pedagang Asongan serta  solusinya, yaitu : munculnya rasa
tidak puas dari pedagang asongan yang merasakan kehilangan mata pencaharian
dan munculnya gejolak dari Pedagang Asongan dengan melakukan protes atau
demo yang berdampak pada ketidaknyamanan penumpang Kereta Api. Untuk
solusi yang dilakukan oleh pihak PT. KAI adalah dengan melakukan pendekatan
persuasif, melakukan pembinaan-pembinaan sehingga timbul pengertian dari
pihak  Pedagang Asongan.
Kata kunci: kebijakan penertiban, pedagang asongan, pelayanan kereta api.
ABSTRACT
The objectives of this research were to find and to analyze the policy issued by
Madiun Station of PT. KAI DAOP 7 in ordering the street vendors to improve the
train service. beside that, it was to find out and to analyze the problems
encountered by Madiun Station of PT. KAI DAOP 7 in ordering the street vendors
and the solution to it. This research employed non-doctrinal law research
belonging to sociological empirical research. This study also employed
qualitative approach, the procedure of research resulting in descriptive analytical
data. This research was taken place in Madiun Station of PT. KAI DAOP 7
considering that this institution was dealing with the organization of street
vendors to improve the train service. Technique of analyzing data used was an
interactive model of analysis. The result of research showed that: firstly, the
policy issued by Madiun Station of PT. KAI DAOP 7 in ordering street vendors in
order to improve the train service was based on the Communication Minister’s
Decree No. KP 29 of 2010; Government Regulation No.9 of 1998 about the
Conversion of Train Public Company into Limited Incorporation; Presidential
Regulation No.53 of 2012 about Public Service Obligation and Pilot
Transportation Subsidy in Train Division; Article 2 clause (1) letter b of Law 19
of 2013 about State-Owned Enterprises. Secondly, the problem encountered by
the Madiun Station of PT. KAI DAOP 7 in ordering the street vendors was the
dissatisfaction of street vendors losing their livelihood expressed in protest and
demonstration impact on the train passengers’ discomfort. The solution taken by
PT.KAI to this problem was to take persuasive approach by means of building and
educating the street vendors so that they could understand it.
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